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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 14 Agustus 1985, agama
Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang,

Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 29 Maret 1994, agama Islam,
pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik

bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan
register perkara Nomor 4224/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 5 Desember 2023,
telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut

hukum Islam pada tanggal 19 Maret 2016, dan tercatat di Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan bukti
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: akta nikah, tertanggal 19 Maret 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat
di Dusun Sumedangan, RT. 003 RW. 002, Desa Purwadana, Kecamatan
Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), namun belum dikaruniai
anak;

4. Bahwa sekitar bulan Mei 2016, kondisi rumah tangga mulai tidak
harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengakaran disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah
lahir disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan. Dimana
Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama tidak dapat
tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat
bekerja;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat Tempramental, yakni apabila
terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan
kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuat
Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah
tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar
dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat,
Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk
menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Maret 2017, dimana
antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena
Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah dan memiliki sifat
Tempramental, sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah
tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kediaman
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orang tua Tergugat di Dusun Kalijati, RT. 005 RW. 003, Desa Margamulya,
Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat
tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun
Sumedangan, RT. 003 RW. 002, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe
Timur, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi
memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak
tercapai, dan oleh kerena itu untuk menghindari permasalahan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai,
maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas
hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat
dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan
cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan
mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cg. Majelis Hakim
berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau
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kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita

Pengadilan Agama Karawang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor akta nikah, tertanggal 19
Maret 2016, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor
POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya

diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan
dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat
tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
yang telah menikah secara sah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
terakhir di rumah saksi yang terletak di Dusun Sumedangan, RT. 003
RW. 002, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Penggugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan
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Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah
pulang hingga sekarang;

- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat
lagi;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Penggugat belum
dikarunai keturunan;
- Bahwa pada keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselesihan dan
pertengkaran, kemudian sejak 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan yang
lalu Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang sama
sekali;
- Bahwa semenjak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pulang,
tidak memberi kabar serta tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat
dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang
menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan

dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang
Perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03
tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan
Agama Karawang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama

Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah
dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu
tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta diputus

secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat
dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
gugatan cerai Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kapasitas atau Legal Standing

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan
atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang

telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah”, dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut,
Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, yang menerangkan bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19
Maret 2016, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur
dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti P tersebut mempunyai nilai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat
dengan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah terikat
dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang

sebagai pihak yang memiliki Legal Standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2017 dan

sampai sekarang tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil
gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah jenis perkara perceraian
di Pengadilan Agama yang merupakan perkara lex specialis, maka terhadap
Penggugat tetap dibebani pembuktian lain seperti keterangan saksi-saksi dari
pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti
P yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2

orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di
persidangan, tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya
sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para
saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para
saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal
tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 1907, 1908, 1909 dan 1911 KUHPer. Jo Pasal Jo Pasal 171 dan 172
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HIR., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut

merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2016 yang tercatat di KUA
Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai
keturunan;

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
rukun dan harmonis lagi, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
dan tidak pernah pulang serta tidak memperdulikan Penggugat lagi selama
lebih kurang 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan secara berturut-turut;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dan wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974, ikatan mana merupakan ikatan yang sangat kuat
(mitsagan ghalidzan) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi
Hukum Islam guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan

rahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 21 :

Jaz o] T35sCes] 5330 aSudinl 3 oS0 Gl Gl zassls ey
=

RENS S Cx r‘;‘.?—;-l *-;;""1' EJ—I‘;‘_,_EEE-'_EE-:}_@BS; P

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepada-nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
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kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana
maksud pasal dan ayat di atas, suami isteri seharusnya tinggal dan hidup
bersama dalam satu rumah, saling menyayangi, mencintai, mengasihi,
mengawasi, memperhatikan serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-
masing, selain itu suami istri juga harus memiliki tujuan yang sama, yaitu

membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat
telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup
rukun dalam rumah tangga, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab
dalam memenuhi ekonomi rumah tangga, Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan selama
itu pula sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh karena itu Majelis
menilai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken
marriage);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat juga telah
mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan
atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan
rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah
satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),
maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut

dihilangkan, hal mana sesuai dengan kaidah Figh yang berbunyi :
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alasll il ole prio awwlaall s o

Artinya:  Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan dari  pada

mendatangkan mashlahat (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan,
telah sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan
tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.,

gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam,
maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga saat ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4
Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Ismet, S.Ag., M.H., sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Endang Tamami, M.H. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Irna Cipta Sari, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd. ttd.
Drs. H. Endang Tamami, M.H. Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd.

Irna Cipta Sari, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP :Rp 60.000,00

2. Biaya proses :Rp 50.000,00

3. Biaya panggilan :Rp 510.000,00

4. Biaya meterai :Rp 10.000,00 +
Jumlah :Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
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